
Menimbang :

SALINAN

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGCARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

bahwa untuk meLaksanakan ketentuan Pasat 6 Peraturan Daersh Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahrm
Anggaran 2O23' pcrlu menetapkan Peratulan Bupati tcntang Perubahan Atas Pcraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaren Pendapatan dan Bel,anja Daerah Tahun Anggaran 2O23;

SALINAN] 

Menimbang 

BUPATIBADUNG 
PROVINS! BALI 

PERATURAN BUPATI BADUNG 
NOMOR 34 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 



Mengingat

2

: 1. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94b;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-

daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O03 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimanan telah diubah
beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9 {Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 87, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4.

Mengingat 

2 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah­ 

daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimanan telah diubah 

beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Femerintah Fengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitae Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- l9l dan/atau Dalam Faangka Menghadapi Ancanran yang

membahayakan Perekonomian Nasiona.l dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Repgblik Indonesia
Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Gntang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Repr-rblih Indonesia
Nomor 44OO);

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tent€ng Pemerintahan Daerah (tcmbarsn Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali' terakhir dengan Undang-Uadang Nomor 6 Tahun 2023 tE tarq Penetapsn Peraturan Pemerinteh
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tenta')g Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peratr.rran Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OO0 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 210, Ta$bahan kmbqran Negara Republik
Indonesia Nomor 40281;

Feraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOS Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 45ZS);

6.

7.

8.

r

9.
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk: 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6485); 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

t 



tl

10. peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO t€ntang Perubahan Atas Peratufan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (I,€mbatan Negara Republik

lndonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2o1O Nomor 123, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5165);

12. peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O12 tentang Hibah Daerah (lembaran Negara Republik tndonesia Tahun

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O17 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lnmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Icmbaran N€gala RePublik

Indoncsia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2O17 tentang Hak Keuangan dan Administlatif Pimpinan dan AngSoa

Dewan Perwaki.lan Ralryat Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057) sebagainana

telah diubah dengan Peratural Femerintah Nomor I Tahun 2023 tcntang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2017 tcntang Hak Ketrangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Fern'akilan Ralryat

Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan l€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6847)i

r
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 684 7); 

t 



15. Peratwan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178];

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tcntang Pinjaman Daerah (Lmbaran Negara Republik Indoncsia

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279h

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (I,€mbarar Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan hesiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang TUnjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;

19. Peraturan Pre3iden Nomor 16 Tahun 2018 tentsng Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Op€rasional;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tckrfs Pengelolasr Keuangan Daeralr

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

22. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tenjl.rLg Pedoman Penjrusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangaa Daerah (l€mbaran

Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tarnbahan Irmbaran Daeralr Kabupaten Badung Nomor l4);

t
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

1 7. Peraturan Pemerintah Nom or 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil; 

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

23 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14); 

k 



24. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023 (L.mbaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 20, Tambahan Iembaran Daerah

Kabupaten Badung Nomor 2O);

25. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O23 ( Berita Daerah Kabupaten BadungT*Nn 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2022 TEI{TANG

PENJABARAN ANCGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 semula b€rjumlah Rp. 6.O6O.468.111.324'00,

bertambah sejumlah Rp. 2.494.372.a95.732,N sehingga menjadi Rp. 8.554.a41.007-056,OO dengan rincian sebagai

berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp.6.06O.468.111.324'0O

2. Bertambah RD. 1.398.930.713.659.00

Jumlah Pendapa.tan setela.h Perubahan Rp. 7.459.398.624.983'00

Menetapkan 
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Badung Nomor 20); 

25. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 ( Serita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 54); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 6.060.468.111.324,00, 

bertambah sejumlah Rp. 2.494.372.895.732,00 sehingga menjadi Rp. 8.554.841.007.056,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Pendapatan 

1. Semula Rp. 6.060.468.111.324,00 

2. Bertambah 
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 

Rp. 1.398.930.713.659,00 

Rp. 7.459.398.824.983,00 



b. Belanja

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Belanja setelah perubahan

Defisit setelah perubahan

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula

b) Bertambah

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

2. Pengeluaran

a) Semula

b) Bertambah

Rp. 6.060.468.11 I .324,AO

Rp. 2.a63.28E.791.732.Oo

Rp. 8.523.753.903.056,00

Rp. ( I .064.355.028.023,00)

Rp. oo,oo

Rp. 1.095.442.182.023.OO

Rp. 7.095.442. 182.023,00

Rp. oo,oo

Rp. 31.O87.104.0LO.00

Rp. 31.087. lO4.OOO,OO

Rp. I .064.355.078.023,OO

Rp. oo,oo

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah perubahan

sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

r

b. Belanja 

1. Semula 

2. Bertambah 

Jumlah Belanja setelah Perubahan 

Defisit setelah Perubahan 

c. Pembiayaan 

1 . Penerimaan 

a) Semula 

b) Bertambah 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 
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Rp. 

Rp. 

00,00 

1.095.442.182.073,00 

Rp. l .095.442.182.073,00 

Rp. 6.060.468.111.324,00 

Rp. 2.463.285.791.732,00 

Rp. 8.523.753.903.056,00 

Rp. (1.064.355.078.073,00) 

2. Pengeluaran 

a) Semula 

b) Bertambah 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 00,00 

f 

Rp. 

Rp. 

00,00 

31.087.104.000,00 

Rp. 31.087.104.000,00 

Rp. 1.064.355.078.073,00 



I

Pasal 2

RingkasanPenjabaranPerubahanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahsebagaimanadimaksuddalamPasa.ll,

tfrcantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 3

PenjabaranPerubahanAnggaranPendapa'tandanBelanjaDaerahsebagaimanadimaksuddalamPasall,dirirrcilebih
lanjut pada Larlpiran II yang merupakan bagian tidak terPisahkan dari Peratursl Bupati ini'

Pasal 4

pelakssraan penjabaran perubahan Anggaran pendapatan dan Bela4la Daerah yang ditetapkar dalam Peratursn

Bupatiinidituangkanlebihlar{utdalamDokumenPelaksanaanAnggaranPerubahanPerangkatDaerahsesuaidengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan'

r
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Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih 

lanjut pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan 

Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

t 



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Berita Daerah Kabupaten Badung.

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Diundangkan di Mangupura

2023

UPATEN BADUNG,

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 21 September 2023

,TEN BADUNG TAHUN 2A23 NOMOR 34

SEKRETARIS DAERAH

ADI ARNAWA

9 

Pasal5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Badung. 

Ditetapkan di Mangupura 
pada tanggal 21 September 2023 , 

Diundangkan di Mangupura 
pada tanggal 21 September 2023 

SEKRETARIS DAERAH UPATEN BADUNG, 

I WAYA ADI ARNAWA 
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 34 
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Salinan sesuai dengan aslinya
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
Kepala Bagran Hukum

NIP. 19720510 199903 1008
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